Bupati Tala Sampaikan LPP APBD tahun 2019

Bupati Tanah Laut H Sukamta menyampaikan LPP-APBD 2019 pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tanah Laut, Selasa (7/7).Foto:Antaranews Kalsel/Humas Tanah Laut. Sumber :
https://kalsel.antaranews.com/berita/183454/bupati-sampaikan-1pp-apbd-tahun-2019-ke-dewan

Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan H Sukamta mengatakan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
(LPP) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah bagian tidak terpisahkan dari sebuah manajemen
pemerintahan yang dinilai dari proses perencanaan penggunaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan
pelaporan. hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka
membangun transparansi dan akuntabilitas pada tata kelola keuangan daerah. Bupati mengungkapkan, laporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 telah menuju proses dan tahapan-tahapan yang
dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sukamta memaparkan, realisasi pendapatan daerah hingga 31 Desember 2019 sebesar Rp
1.871.377.390.246,69 atau 125 persen dari target dianggarkan. Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD)
sebesar Rp 169.786.229.529,69 atau 109,41 persen dari target dianggarkan. Selanjutnya, papar dia, realisasi
pendapatan transfer sebesar Rp 1.426.729.934.305,00 atau 129,92 persen dari target dianggarkan. Realisasi lain-lain
pendapatan yang sah, sebut dia, sebesar Rp 275.861.226.412 atau tercapai 112,75 persen dari target dianggarkan.
Laporan disampaikan dalam bentuk tanggung jawab Pemkab Tanah Laut dalam membangun tranpsaransi dan
akuntabilitas dalam keuangan daerah.

Orang nomor satu di Pemkab Tanah Laut tersebut mengapresiasi kinerja dari seluruh stakeholder terkait,
termasuk dukungan dari pihak legislatif , sehingga laporan yang disajikan mendapat Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) berdasarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. dimana Tanah Laut
berhasil mempertahankan Opini WTP yang ketujuh kalinya atau yang kedua di masa pemerintahan Sukamta dengan
wakil bupati. Sukamta berharap, capaian tersebut dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi sesuai dengan visi
Kabupaten Tanah Laut Berinteraksi. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh para Pimpinan DPRD, anggota DPRD ,
Sekda Tala H Dahnial Kifli dan para Pejabat Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lingkup

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
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(Sumber dari https://kalsel.antaranews.com/berita/183454/bupati-sampaikan-lpp-apbd-tahun-2019-ke-
dewan)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tala tersebut beragendakan Penyampaian Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Tanah Laut tentang Laporan Paertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019. Bupati Tala Sukamta mengungkapkan bahwa
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tala Tahun Anggaran 2019 telah menuju proses dan tahapan-
tahapan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan Yyang
berlaku. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh para Pimpinan DPRD, Anggota DPRD , Sekda Tala H.
Dahnial Kifli dan para Pejabat Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lingkup
Pemerintah Kabupaten Tala.

(Sumber dari https://rri.co.id/banjarmasin/kabupaten-kota/864542/bupati-tala-sampaikan-lpp-apbd-tahun-

2019?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign)
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Catatan:
& Struktur APBD

APBD
PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH
\ 4 A
| PAD | | BELANJATIDAKLANGSUNG | | PENERIMAAN PEMBIAYAAN |

1. Pajak daerah 1. Sisa lebih perhitungan
2. Retribusi daerah 1. Belanja pegawai anggaran TA sebelumnya
3. Hasil penjualan kekayaan 2. Bunga (SILPA)

daerah yang dipisahkan 3. Subsidi 2. Pencairan dana cadangan
4. Lain-lain pendapatan asli 4. Hibah 3. Hasil penjualan kekayaan

daerah yang sah 5. Bantuan sosial daerah yang dipisahkan
1. Dana Bagi Hasil ’ 6. Belanja bagi hasil 4. Penerimaan pinjaman daerah
2 Dana Alokasi Khusus 7. Bantuan keuangan 5. Penerimaan kembali
3. Dana Alokasi Umum 8. Belanja tidak terduga pembgrian pir?jaman

LAIN — LAIN PENDAPATAN 6. Penerimaan piutang daerah

| DAERAH YANG SAH I | PENGELUARAN PEMBIAYAAN |
1. Hibah tidak mengikat I BELANJA LANGSUNG I
- 1. Pembentukan dana
2. Dana darurat dari
intah 1. Belanja pegawai cadangan

pemenntah — - . ’ ) 9 ) 2. Penyertaan modal (investasi)

3. Dana bagi hasil pajak dari 2. Belanja barang dan jasa
. 8 3. Pembayaran daerah hutang
provinsi ke kab/kota 3. Belanja modal

: 4. Pemberian pinjaman
4. Dana penyesuaian dan PNy

dana otonomi khusus

5. Bantuan keuangan dari
provinsi atau dari
pemerintah daerah lainnya
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